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TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KORBAN KEKERASAN DI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR MALUKU,

bahwa sebagai warga negara, perempuan dan
anak berhak memperoleh perlindungan atas
setiap tindakan kekerasan yang dilakukan
terhadapnya yang dapat menimbulkan korban
fisik maupun psikhis, sebagai bagian dari
pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak,
korban kekerasan adalah upaya untuk
memberikan rasa aman dan bebas dari segala
perbuatan kekerasan yang dijamin oleh
Pancasila sebagai falsafah negara, Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi
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dalam negara maupun berbagai peraturan
perundang-undangan lainnya;

bahwa walaupun perlindungan terhadap
perempuan dan anak korban kekerasaan dan
penyelenggaraannya, telah diatur dalam
berbagai  peraturan perundang-undangan
sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia,
namun dalam kenyataannya di Provinsi Maluku
hingga saat ini, intensitas kekerasan yang
mengakibatkan korban di pihak perempuan dan
anak cukup tinggi, dan berbagai upaya
perlindungannya menjadi terhambat karena
tidak jelas prosedur dan mekanisme
penyelenggaraannya;

bahwa pemerintah termasuk pemerintah
daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial
dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya
mempunyai tanggung jawab untuk mencegah
dan melindungi perempuan dan anak korban
kekerasaan sesuai ketentuan perundang
undangan yang berlaku ;

bahwa berdasarkan letak geografis Provinsi
Maluku yang berbasis Kepulauan,
menyebabkan perempuan dan anak yang
menjadi korban kekerasan sulit mengakses

layanan yang berhak diperolehnya;



Mengingat
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bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
dan  Anak Korban Kekerasan di Provinsi
Maluku;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1617);

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3143);

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan

Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap
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Perempuan (Convention On The Elimination Of
All Forms of Discrimination Againts Women
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984,Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3668);

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention Minimum age for
Admission to Employment ( Konvensi ILO
Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan
Bekerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999, Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai, Nomor 3835);
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan ILO Convention  Nomor 182
Concerning the Probibition and immediate
action for the Elimination of the worst forms of
child labour (Konvensi ILO 182 mengenai
pelarangan dan tindakan segera penghapusan
bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000, Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3941);
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Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan  Anak (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);

Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635);



